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PENETAPAN
Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 14XXXXXXXXXXXX03, tempat dan tanggal
lahir, Gurun Panjang, 1 Oktober 1985, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan
terakhir ~ Sekolah Dasar, tempat kediaman di
KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi
Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada
alamat e-mail: nelawati203@gmail.com, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 14XXXXXXXXXXXX01, tempat dan tanggal lahir
Medan, 21 Desember 1985, agama Islam,
Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, pekerjaan buruh harian lepas, tempat
kediaman di KABUPATEN KAMPAR, Provinsi Riau,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2022
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, dengan Nomor
300/Pdt.G/2022/PA.Pn, tanggal 25 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
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1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari
Jumat, tanggal 02 Januari 2007 M/ 12 Dzulhijah 1427 H, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/1/2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Koto X| Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal
11 Desember 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang
bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut,
yaitu :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;

2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan

lamanya,

3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan
lamanya, kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada
Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh
pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka
jatuhlah talak satu saya kepadanya;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
tinggal di rumah orang tua Penggugatdi KABUPATEN PESISIR SELATAN,
Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu sering
pindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di KABUPATEN
KAMPAR, Provinsi Riau sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul
sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-
masing bernama,;

3.1. ANAK 1, tempat, tanggal lahir, Pekanbaru, 24-09-2007;
3.2. ANAK 2, tempat tanggal lahir, Bangkinang, 16-09-2011;

5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun

dan harmonis akan tetapi pada awal tahun 2012 atau sekira anak Pengugat

yang bernama ANAK 2 berumur 4 (empat) bulan, Tergugat pergi dari
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rumah kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja bersama temannya

ke Jakarta, akan tetapi semenjak pergi Tergugat tidak pernah pulang lagi

sampai sekarang;

6. Bahwa semenjak awal tahun 2012 tersebut, antara Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang
sekarang terhitung selama 10 (sepuluh ) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

7. Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan tersebut Tergugat tidak
pernah memberi nafkah dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat,
dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik yang telah
diucapkan dulu setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat tidak rela
atas perlakuan Tergugattersebut dan Penggugat bersedia membayar uang
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di
KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan
Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN KAMPAR, Provinsi
Riau;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat
berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan
Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari
Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan C.qg. Majelis Hakim Pengadilan Agama
tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta
memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut

ketentuan hukum yang berlaku;
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SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya(ex Aequo et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor
300/Pdt.G/2022/PA.Pn, yang dibacakan di persidangan, Tergugattelah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, atas nasihat dan penjelasan Hakim, Penggugat dalam
persidangan tanggal 22 Juni 2022 secara lisan menyatakan mencabut
gugatannya yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Painan Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 25 Mei 2022 karena
Penggugat ingin mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara
perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan
Agama (absolute competentie);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di

wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan
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Agama Painan, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk
memeriksa perkara ini (relative competentie);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang
dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan
ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah,
sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugattelah mempunyai hubungan
dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona legal
standing in judicio), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk
mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka
Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut Penggugat dalam
persidangan tanggal 22 Juni 2022 menyatakan mencabut perkaranya yang telah
terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan  Nomor
300/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 25 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh pihak
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Penggugat tersebut, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Keputusan Mahkamah Agung
RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan
Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta
ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan
bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum
diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan
jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari
Tergugat, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut
perkaranya tersebut sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan oleh
karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut
perkaranya sebagaimana tersebutdi atas telah dikabulkan, maka perkara nomor
300/Pdt.G/2022/PA.Pn ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut,
maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugatdibebankan untuk
membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
300/Pdt.G/2022/PA.Pn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Painan yang dilangsungkan pada hari Rabutanggal
22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh
Salman, S.H.l., M.A. sebagai Ketua Majelis, Rifka Zainal, S.H.I., M.A. dan Deza
Emira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurmeli, S.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd. ttd.
Rifka Zainal, S.H.l., M.A. Salman, S.H.l.,, M.A.
Hakim Anggota,
ttd.

Deza Emira, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd.
Nurmeli, S.H.
Perincian biaya perkara:
1. PNBP
a. Pendaftaran :Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T : Rp 20.000,00
c. Redaksi :Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp 250.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan  : Rp 125.000,00
5. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)
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